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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pemetaan desa/kelurahan lengkap merupakan target utama dalam kegiatan 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL yang 

dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang berjalan sejak tahun 2017 hingga  

tahun 2019 dapat menyelesaikan sertipikasi tanah sebanyak 28 juta bidang tanah.  

Selain percepatan pendaftaran bidang tanah milik masyarakat, kegiatan PTSL juga  

sebagai sarana peningkatan kualitas data bidang tanah. Hal ini sejalan dengan  

tujuan dari kegiatan PTSL yaitu pemetaan desa/kelurahan lengkap yang memetakan  

seluruh bidang tanah yang ada di kelurahan atau desa tersebut terpetakan atau  

teridentifikasi (Rapimnas ATR/BPN 2020). Menurut Windayana (2020) pemetaan  

kelurahan lengkap merupakan tujuan utama dari kegiatan PTSL khususnya lokasi  

yang menjadi tempat kegiatan PTSL. Penetapan lokasi objek PTSL harus 

mempertimbangkan beberapa aspek antara lain perkiraan total jumlah bidang tanah  

keseluruhan, jumlah bidang tanah terdaftar, bukan merupakan lokasi objek kegiatan  

sejenis, tingkat pelayanan pada daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan  

pertimbangan agar seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan tersebut dapat  

diukur dan dipetakan secara lengkap. 

Proses pemetaan kelurahan/desa lengkap didalamnya terdapat beberapa data  

yang digunakan yaitu batas wilayah administrasi, warkah digital, dan validasi data  

pertanahan, ketiga data tersebut seluruhnya saling berkaitan satu dengan yang lain.  

Batas wilayah administrasi berfungsi sebagai batasan untuk memperoleh luas  

wilayah dari kelurahan/desa tersebut, warkah digital sebagai proses digitalisasi  

warkah dalam melakukan proses pelayanan elektronik, dan validasi data pertanahan  

yaitu validasi terhadap buku tanah, validasi persil dan validasi jumlah persil yang  

dimana kegiatan validasi ini bertujuan untuk menyesuaikan data yang ada pada 

sistem KKP dengan data yang ada secara fisik. 

Batas wilayah administrasi yang digunakan pada pemetaan kelurahan 

lengkap ini menggunakan batas wilayah yang ada pada geokkp, batas wilayah 

tersebut merupakan batas wilayah yang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia 
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yang digunakan dalam kegiatan pertanahan secara rutin. Selain hal tersebut batas 

wilayahnya yang ada pada geokkp masih jarang dilakukan pembaharuan data secara  

berkelanjutan, sehingga banyak batas wilayah administrasi yang belum sesuai  

dengan keadaan dilapangan, hal ini menyebabkan terjadinya overlap pada gambar  

batas wilayah administrasi antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain.  

Sehingga data batas wilayah administrasi yang ada masih dapat dikatakan tidak  

layak digunakan dalam pemetaan kelurahan/desa lengkap karena belum sesuai  

dengan kaidah penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi.   

Dalam proses pemetaan kelurahan/desa lengkap batas wilayah menjadi salah 

satu data yang sangat penting digunakan. Batas wilayah digunakan sebagai batasan 

luas wilayah pada suatu kelurahan/desa lengkap, yang mana bila luas wilayah ≠ 

jumlah luas bidang tanah maka nilai dari kelurahan/desa lengkap tersebut memiliki 

nilai Nol. Dalam memenuhi ketentuan tersebut diperlukan penyesuaian batas 

wilayah administrasi. Penyesuaian ini dilakukan mengacu pada  pendekatan bidang 

tanah terluar dari wilayah tersebut, hal ini disebabkan belum  dimilikinya batas 

wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah  daerah.   

Penggunaan batas wilayah dalam pemerintahan selayaknya sudah 

menggunakan batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan dan ditegaskan 

dalam sebuah surat keputusan walikota/bupati, hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan 

batas wilayah administrasi desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nomor 45 Tahun 2016, batas desa adalah pembatas wilayah administrasi 

pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Istimewanya memang dalam Pasal 2  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan 

penegasan batas wilayah administrasi desa memiliki tujuan untuk melakukan 

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib 

administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap 

batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.   

Pada tahun 2020, seluruh kantor pertanahan di Indonesia melakukan 

kegiatan pemetaan kelurahan/desa lengkap yang sesuai dengan lokasi kegiatan 

PTSL. Seperti Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melakukan kegiatan pemetaan 
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kelurahan/desa lengkap terhadap 23 kelurahan, dari 23 kelurahan tersebut terdapat 

5 kelurahan yang diajukan untuk deklarasi kelurahan lengkap salah satunya adalah  

Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Proses  

pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Nginden Jangkungan mendapatkan nilai  

capaian 100% untuk seluruh aspek yang dinilai, sehingga direncanakan untuk  

diusulkan menjadi salah satu kelurahan yang akan di deklarasi kelurahan lengkap.   

Melihat capaian hingga 100% serta mengingat bahwa batas wilayah 

administrasi yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap ini belum dapat 

dikatakan layak digunakan. Masih belum sesuainya batas wilayah yang tersedia 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 berkaitan  

dengan batas wilayah kelurahan/desa. Maka perlu dilakukan sebuah evaluasi  

berkaitan dengan batas wilayah yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap  

tersebut untuk memastikan apakah batas wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan  

yang dalam pemetaan kelurahan lengkap sudah sesuai dengan batas wilayah  

administrasi mendekati sebenarnya. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi 

Penggunaan Batas Wilayah Administrasi dalam Pemetaan Kelurahan 

Lengkap Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo  Kota 

Surabaya Studi di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota 

Surabaya”. 

B. Rumusan Masalah 

  Batas wilayah administrasi yang masih overlap antara satu 

kelurahan  dengan kelurahan lainnya, menjadikan sebuah permasalahan yang 

terjadi dalam  pemetaan kelurahan lengkap. Hal tersebut terjadi dapat disebabkan 

oleh batas  wilayah yang dimiliki kantor pertanahan belum dilakukan pembaharuan 

maupun  mengikuti standar ketentuan yang sesuai dengan dengan ketentuan 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016, yang dimana batas wilayah 

harus  ditetapkan dan ditegaskan serta telah dituangkan dalam surat 

keputusan  walikota/bupati setempat.   
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 Kantor Pertanahan sendiri merupakan salah satu anggota dari tim 

penetapan  dan penegasan batas wilayah administrasi, sehingga kantor pertanahan 

mempunyai  peran penting dalam kegiatan tersebut. Menggunakan batas wilayah 

yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam setiap kegiatan pertanahan memberikan 

jaminan kepastian hukum yang kuat, karena batas wilayah administrasi dalam 

setiap  pelayanan pertanahan menjadi batasan dalam setiap pelayanan. Kantor 

pertanahan  yang berperan dalam tim penetapan dan penegasan batas wilayah dapat 

ikut serta  dalam melakukan evaluasi terkait batas wilayah yang tersedia. Hal 

tersebut  memungkinkan untuk kantor pertanahan mendapatkan batas wilayah 

hasil  penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi hal pembaharuan data 

yang  dilakukan tim tersebut.   

 Untuk membuktikan pernyataan penulis tersebut, maka penulis 

mengajukan  pertanyaan sebagai berikut:   

1. Bagaimana penggunaan batas wilayah dalam pemetaan kelurahan 

lengkap?;   

2. Apakah luas wilayah dapat dijadikan sebagai batasan Nilai Desa Lengkap 

dalam kegiatan pemetaan kelurahan lengkap?;   

3. Bagaimana persyaratan batas wilayah administrasi yang layak digunakan 

dalam pemetaan kelurahan lengkap?.  

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan yang ada bahkan menjadi urgensi saat ini, 

maka  penelitian ini bertujuan untuk:   

1. Mengetahui batas wilayah administrasi apa saja yang menjadi 

referensi  dalam pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Nginden 

Jangkungan;   

2. Mengetahui batas wilayah dapat digunakan sebagai referensi 

dalam  memberikan nilai desa lengkap atau perlu dikaji kembali;   

3. Memberikan solusi terkait penggunaan batas wilayah dalam 

pemetaan  kelurahan lengkap.   
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D. Manfaat Penelitian 

 Peneliti berharap, penelitian ini memberikan kegunaan dalam:   

1. Memberikan masukan atau kajian ilmu baru, terkait batas 

wilayah  administrasi yang digunakan dalam proses pemetaan kelurahan 

lengkap.  

2. Memberikan rekomendasi dan kontribusi bagi Kementerian 

ATR/BPN  dalam mewujudkan pemetaan yang baik demi terciptanya peta 

tunggal yang  memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi batas wilayah 

administrasi dalam pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan  Nginden 

Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dapat disimpulkan yaitu: 

1. Bahwa terdapat berbagai macam batas wilayah administrasi yang tersedia di 

Kantor  Pertanahan Kota Surabaya II sehingga kegiatan pemetaan kelurahan 

lengkap hingga  dilakukan deklarasi kelurahan lengkap di kelurahan nginden 

jangkungan belum  menggunakan batas wilayah sesuai dengan standar 

Peraturan Menteri Dalam  Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan 

penegasan batas wilayah  administrasi desa. Penggunaan referensi batas bidang 

tanah terluar dari kelurahan  tersebut menjadikan batas wilayah semakin jauh 

dari batas wilayah yang  sebenarnya, hal ini disebabkan belum tersedianya 

peraturan atau kebijakan untuk  menjadi pedoman dalam kegiatan pemetaan 

kelurahan lengkap apabila batas  wilayah yang tersedia belum sesuai.  

2. Penentuan Nilai Desa Lengkap terdapat salah satu rumus yaitu luas wilayah = 

jumlah luas bidang tanah, apabila ketetapan itu terpenuhi maka desa/kelurahan 

tersebut memiliki nilai. Berdasarkan rumus tersebut menyatakan bahwa luas 

wilayah dalam  kelurahan tersebut harus sama dengan jumlah luas seluruh 

bidang tanah yang ada  pada kelurahan tersebut yang dimana bidang tanah yang 

tercatat adalah bidang  tanah yang terpetakan bukan yang terdaftar, ada toleransi 

terhadap selisih luas  tersebut yang dimana selisih luasnya tersebut tidak lebih 

dari 0,0005% dari luas  wilayah. Dengan menjadikan luas wilayah sebagai 

acuan dalam memberikan nilai  desa lengkap terdapat beberapa kelemahan yang 

dimana apabila terdapat hak diatas  hak salah satunya Hak Guna Bangunan 

diatas Hak Pengelolaan yang dimana jumlah  bidang tanah akan lebih besar 

dibandingkan dengan luas wilayah. Apabila  dilakukan pengukuran dan 

pemetaan kadastral terhadap bidang tanah yang sudah  memiliki NIB akan 

memperoleh bidang tanah ganda dilokasi yang sama dalam kata  lain bidang 

tanah bertampalan karena keperluan yang lain. Hal ini dapat disiasati dengan 
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tidak terpetakannya bidang Hak Guna Bangunan dan bidang tanah 

ini  dimasukan ke dalam toleransi bidang K4. Sehingga untuk tercapainya 

kelurahan  lengkap dengan kondisi luas wilayah menjadi acuan perlu dilakukan 

penyesuaian  kembali.  Penggunaan batas wilayah sebagai variabel dalam 

penilaian desa lengkap  perlu dilakukan kajian kembali, apakah masih layak 

batas wilayah menjadi batasan,  karena apabila dilakukan di kota besar yang 

dimana banyak strata title yang dimana  terdapat hak di atas hak hal ini tidak 

terakomodir, sehingga perlu dilakukan  penyesuaian kembali berkaitan batas 

wilayah administrasi sebagai batasan dalam  penilaian desa lengkap.   

3. Batas administrasi yang baik adalah batas administrasi yang mendekati  dengan 

keadaan dilapangan, apabila belum mempunyai batas wilayah yang 

baik  tersebut dapat dilakukan pengukuran secara langsung. Batas administrasi 

yang baik  bila digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap akan 

memudahkan petugas  dalam kegiatan pemetaan kelurahan lengkap serta 

memberikan kepastian kepada  bidang tanah didalamnya. Deklarasikan 

kelurahan lengkap apabila batas wilayah  administrasi telah ditetapkan dan 

ditegaskan oleh pemerintah daerah supaya tidak  terjadi kembali perubahan 

batas wilayah setelah deklarasi kelurahan lengkap. 

B. Saran 

 Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian batas 

wilayah  dalam pemetaan kelurahan lengkap yaitu:   

1. Perlunya batas wilayah tunggal dalam pemetaan kelurahan lengkap;   

2. Batas terluar bidang tanah bukan merupakan pilihan dalam menentukan  batas 

wilayah administrasi;   

3. Deklarasi kelurahan lengkap perlu menggunakan batas wilayah yang 

telah  ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah kota supaya tidak ada 

perubahan  batas wilayah setelah dilakukan deklarasi kelurahan lengkap;   

4. Menggunakan batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan 

oleh  pemerintah kota dalam setiap kegiatan pertanahan;   

5. Penggunaan rumus tersebut perlu dibedakan antara daerah yang padat bidang 

terdaftarnya dengan daerah yang belum padat bidang terdaftarnya;   
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6. Dilakukannya peninjauan kembali terkait rumus dalam Nilai Desa 

Lengkap  yang menjadikan batas wilayah administrasi sebagai batasan 

rumus  tersebut;   

7. Pengukuran langsung batas wilayah dapat menjadikan pilihan untuk  dilakukan 

guna mendapatkan batas wilayah yang detail. 
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Lampiran 1. Panduan Wawancara 

Panduan Wawancara 

Nama Informan : 

Jabatan  : 

Pertanyaan  

1. Batas wilayah apa yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap? 

2. Apakah batas wilayah admnistrasi dalam pemetaan kelurahan lengkap 

menjadi sebuah kendala? 

3. Kendala apa yang berkaitan dengan batas wilayah? 

4. Babagaimana penyelesaian terkait dengan kendala tersebut? 

5. Apakah terjadi perbedaan luas wilayah antara data yang ada pada spasial 

dengan yang di dashboard? 

6. Menurut informan sebaiknya dalam pemetaan kelurahan lengkap ini, hal 

apa yang harus pertama kali dilakukan? 

7. Menurut informan apakah batas wilayah digunakan sebagai acuan 

penilaian terhadap nilai desa lengkap merupakan sesuatu yang tepat? 

Bila kurang tepat, apa saran informan yang dapat digunakan sebagai 

acuan nilai desa lengkap.
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